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BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Segala ketentuan yang berkaitan dengan hukum pertanahan di
Indonesia diatur dengan Undang — Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Pokok — Pokok Peraturan Dasar Agraria (selanjutnya disingkat UUPA)
beserta dengan peraturan turunan lainnya yang mana menjadi ketentuan
payung guna pelaksanaan dari peraturan tersebut. Sebelumnya perlu
diketahui adanya susunan hierarki peraturan perundang — undangan yang
berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hukum pertanahan, konstitusi
menyebutkan dalam Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) pada Pasal 33 ayat
(3) disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar — besarnya
kemakmuran rakyat.

Atas dasar konstitusi negara Indonesia yang berkaitan dengan
hukum pertanahan tersebut maka disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA
yang memberikan implikasi bagi negara untuk memberi wewenang dalam
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan
pemeliharaan, menentukan dan mengatur pula hubungan hukum antara orang
— orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Sehingga oleh karenanya, untuk melaksanakan pengaturan mengenai hukum
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